
I 

tentar.g 
dalam 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republ.k 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tanun 1950 
Pernbenruxan Daerah-Daerah Kabupaten 
Lingkungan Propinsi Jawa Terigah; 

Mcngingat 

a. bahwa untuk kclancaran pclaksanaan rugas pada Bidang 
Pasar Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan, perlu 
merubah kembali Peraturan Bupati Grobogan Nomor 69 
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisaai, 
Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja 
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Orooogan 
sebagaimana telab diubah dengan Peratumn Bupati 
Grobogan Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Aras 
Peraiuran Bupati Grobogan Nomor 69 Tahun 2016 ten tang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fu ngsj , 
Uraian Togas Jabatan dan Tata Keria Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan Kabupaten Grobogan; 

b bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dimaksud 
dalam huruf a dl atas, perlu menctapkan Perar uran Bupati 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bu;->ati Grobogan 
Nomor 69 Tahun 2016 tentang Keducukan, Susunan 
Organisasi, Togas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas .Jabatan dan 
Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 
Grobogan; 

Menimbang 

DEl\GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI GROBOGAN, 

PERUBAHAN KEDUA ATAS ?ERATURAN BUPATJ GROBOGAN NOMOR 69 TAHUN 
2016 TENTANG KEDUDlJKAN, SUSUNAN ORGAN£SASI, TUGAl:> POKOK, 

FUNGSJ, URAIAN TUOAS ,JABATAN DAN TATA KERJA 
DINAS PEPJNDUSTRIAN DAI\' PERDAGANGAN 

KABUPATEN GROBOGAN 

Tt:l\TANO 

PERATUR<\N BUPATI GROBOGAN 
NOMOR ~ TAHUN 2020 

BUPATl GROBOGAN 
PROVfNSI JAWA TENOAH 



Ketentuan ayat (4) Pasal 16 Peraturan Bupaii Grobogan Nomor 69 
Tahun 2016 rentang Kedudukan, Susunan Organisast, Tugas 
Pokok, Fungsi, Uraian Togas Jabaian dan Tata Kerja Di.nas 
Per.ndustriau dan Perdagangan Kabupacen Grobogan (Berita 
Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 58) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 2<:J Tahun 
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 

Pasal I 

J'OKOK, FUNGSJ, URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATA KERJA 
DINAS PER!NDUSTRIAN DAN PERDAGAI\Gt'.N KABUPATEN 
GROBOGAN. 

SUSU~AN ORGANISASI, TUGAS TBNTANO KEDUDUKAN, 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN OUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 69 TAHUN 2016 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Taht rn 2014 tentang 
Pemeriatahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nnmor 244, Tambahan Lembarnn 
Negara Republik Indonesia. Nomor 5587) sebngnimana tclah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor q Tah un 20 LS ten tang Per'ubahun I<cdua Ata s 
Undang-Undang Nomor 23 Tah'un 2014 teri tarig 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembai an 
Negara Republik Indor.eaia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 teutang 
Perangkat Daerah (Lernbaran Negara Republik l ndoue sia 
Tahun 2016 Namer 114, 'I'arnbzrhn n Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

6. Peraturan Menteri Dalam Ncgcri Nomor 12 Talrun 2017 
tentang Pedomo.n Pe:nbcntukan dan Klasifikasi Cabang 
Dinas dan Unit Pelakaana Tcknis Daerah [Berita Negara 
RepubLk Indonesia Tah'un 2017 Nomor 451); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor !;; Tal1u11 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahuu 2016 Nomor 
15, Tnmbahan Lcmbaran Daerah Kabupatcn Grobogan 
Nornor 15); 
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Menetapknn 



69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 
Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan Kabuparen Grobogan [Bcrita 
Daerah Kabupaten Grobogan Tahu-, 2018 Nomor 29) diubah 
sehingga berbunyi sebagal berikut ; 

Pasal 16 
(:) Bidang Pasar l)aerah dipimpin oleh Kcpala Biuang yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas. 

(2) Kepala Bidang Pasar Daero.h ecbagairnana <liinaksud pada 
ayar (1), mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian 
tugas Kepala Dinus dalam perumcsan kebijakan tekrus, 
pelaksanaan, pengkoordinasian, perubirraan, pengawasan, 
pengeridalian, pengeblaan dan fasilltasi, evaluasi dan 
pelaporan keglaran dibidang pengelolaan pasar daerah. 

(3) Kepala Bidang Pusar Daerah dalarn melaksanakan rugas 
pokok sebagairnana dimaksud pada ayat ('2), 
melaksanakan fungsi : 
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di 

bidarig pengelolaan pasar dacrah, 
b. pengocrdinasian dan pelaksanaan keg.atan di bidang 

pengelolaan pasar dacrah; 

c. pcrnbinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di 
bidang pcngelolaan paear daerah; 

d. perigelolaan dari Iasi.Itasl kegtatan di bidang 
pengelolaun pasar dacrah, 

e. pelakaariaan cvaluasi clan pelaporan kegiatan di bidang 
pengclolaan pasar daerah; dan 

f. pclaksauaan fungsi lain yang dibenkan oleh Kepala 
Dinas scuai dengan rugas dan fungsmya. 

(4) Kepala Bidang Pasar Daerah dalarn melaksanakan tugas 
pokok dan furrgsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 
ayat (3), mempunyai uraian tugas jabatan : 
a. menyusun rencana dan program kegiatan bidang 

peugelolaan pasar daerah berdasarkan peraturan 
perundang-undangan dan hasil evatuast kegiatan tahun 
sebelurnnya sebagai pedornan pelaksanaan tugas; 

b. mcujabarkan perlntah pimpinan rnetarui pengkajian 
permasalahan sesuai peraturan perundang-undangan 
agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien; 

c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan 
kompetensinya serta memberikan arahan baik secara 
lisan maupun tertuus guna kelancaran pelaksanaan 
tugas: 
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d. menyiapkan bahan dan rnelaksanakar; koor:linasi dan 
konsultasi dengan instar.si terkaii baik vertikal maupun 
horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi 
pelaksanaan tugas; 

e menelaah dan rnerigkaji peraturan perundang undangan 
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atcu pedoman 
untuk melaksanakan kegiatan; 

f. menyiapkan bahan perurnusan kebijakan teknis di 
bidang pengelolaan pasar daerah; 

g. menyiapkan bahan dan melakaanukun sosialieasi clan 
perr.binaan kebijakan pemerintah dacrah di bidang 
pengelolaan pasar Daerah; 

h. mer.yiapkan bahan clan melaksanakan pengawasan 
pasar daerah yang dikelola cleh dirras di Dacrah; 

i. menyiapkan bahan dan melakuariakan verifikasi data 
clan rumusan peneta.pnn retribuai pe.sar daerah maupun 
jenis retribusi yang berudn dalam paear daerah; 

J· menyiapkan bahan penyusuna.n kcbijakan optimalisa.si 
penerimaan retribusi po.so.r dacrah; 

k. menyiapkan bahan clan melaksanakan pembangunau 
sarana clan prasarana serta gedung pasar daerah; 

I. menyiapkan bahan dan melaksanakan perneliharaan 
earana dan prasarana serta gedung pasar daerah; 

m. melaksanakan penger.dalian dan pengawasan 
pelaksanaan kcbc-eiharr, kctertiban dan kearnanan 
pasar daerab. 

n. mengoordinasikan penyusunan data dan laporan 
pencrimaan rctribusi pasar dacrah, 

o. mcngoordinasikan peudataan dan penetapan suoyek 
dan obyek retribusi pasar daerah; 

p. mengoordinasikan pengelolaan dan pelaksanaan 
pemungutan, pernbukuan dau pelaporan retribust, 

q. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai 
kinerja pelaksauaan tugas bawahan secara berxala 
seaua i dengan peraturan perundang-undangan; 

L mcmbuaL laporan pelaksanaan kegiatar; kepada atasan 
sebagai bahan evatuasi dan pengambllan kebijakan 
berikutnya; 

s. rnenyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan 
baik Lisan rnaupun tertulis berdasarkan kajian agar 
pelaksanaan kegiacan berjalan Iancar dan optimal serta 
uncuk menghindari penyimpangan; dan 

t. melaksanakan cugas kedinasan lain sesuai dengan 
perintah atasan. 
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BERITA DAERAH KI\B'JPATEN GROBOGAN TAHUN 2020 NOMOR 

("' ~ ~ETDA 
rn/irsicrwCRS1:JN"co1 -~ 

Diundangkan di Purwodadi 
pada tanggal ; _ °I'..,.;~ ~ 

Ditetapkan di Purwodaci 
pada :anggal ~ ~" i .:lo~ 

Agp..r setiap orang mcngeu.huinya, mernenntahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dcngan penernpatarmya dalam Serita Daerah 
Kabupaten :1robo3ar.. 

Pttsal II 
Peraturan Bupati iru mula: berlaku pada tanggal diundangkan. 
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